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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Fintech 

Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi terhadap 

Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Periode 2021–2025”, dengan 

NPF Gross Perbankan Syariah sebagai indikator stabilitas sistem keuangan 

syariah, serta berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Fintech Lending Syariah berpengaruh signifikan terhadap 

NPF Gross Perbankan Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,003 < 0,05 dan nilai t sebesar -3,093. Koefisien regresi yang 

bernilai negatif sebesar -1,677E-005 menunjukkan bahwa peningkatan 

Pembiayaan Fintech Lending Syariah cenderung diikuti dengan penurunan 

NPF Gross Perbankan Syariah. Dengan demikian, H₀1 ditolak dan Ha1 

diterima. 

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap NPF Gross 

Perbankan Syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 dengan nilai t sebesar -12,901. Koefisien regresi DPK sebesar 

-0,005 menunjukkan arah pengaruh negatif, yang berarti peningkatan DPK 

cenderung diikuti dengan penurunan NPF Gross Perbankan Syariah. 

Dengan demikian, H₀2 ditolak dan Ha2 diterima. 

3. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF Gross 

Perbankan Syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 

0,788 > 0,05 dan nilai t sebesar -0,271. Meskipun koefisien regresi sebesar 

-0,018 menunjukkan arah negatif, pengaruh tersebut tidak signifikan 

secara statistik. Dengan demikian, H₀3 diterima dan Ha3 ditolak. 

4. Pembiayaan Fintech Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 

Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPF 

Gross Perbankan Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai F sebesar 57,784 
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dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H₀4 ditolak 

dan Ha4 diterima. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square 

sebesar 0,756 atau 75,6%, yang berarti ketiga variabel independen secara 

bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 75,6% variasi NPF Gross 

Perbankan Syariah, sedangkan 24,4% lainnya dijelaskan oleh faktor lain 

di luar model penelitian. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Umum Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF Gross. Oleh 

karena itu, Bank Umum Syariah diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan penghimpunan DPK sekaligus mengelolanya secara 

optimal dan hati-hati dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. 

Pengelolaan dana yang baik perlu disertai penerapan prinsip kehati-

hatian dan manajemen risiko agar peningkatan dana masyarakat dapat 

mendukung kualitas pembiayaan dan menjaga stabilitas perbankan 

syariah. 

2. Bagi penyelenggara Fintech Lending Syariah, hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF 

Gross Perbankan Syariah. Oleh karena itu, perkembangan pembiayaan 

fintech lending syariah perlu terus diiringi dengan penerapan prinsip 

syariah, manajemen risiko, penilaian kemampuan penerima 

pembiayaan, serta perlindungan konsumen. Hal tersebut penting agar 

perkembangan fintech lending syariah dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat tanpa meningkatkan risiko dalam sistem keuangan syariah. 

3. Bagi regulator, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan 

Fintech Lending Syariah dan DPK berpengaruh signifikan terhadap 

NPF Gross, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial. Oleh karena itu, regulator diharapkan tetap melakukan 

pengawasan terhadap perkembangan fintech lending syariah dan 
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kondisi perbankan syariah, terutama dalam aspek pengelolaan risiko, 

kualitas pembiayaan, serta penerapan prinsip syariah. Pengawasan 

tersebut diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan 

syariah yang sehat dan stabil. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih menggunakan tiga 

variabel independen, yaitu Pembiayaan Fintech Lending Syariah, DPK, 

dan Tingkat Inflasi, dengan NPF Gross sebagai proksi stabilitas sistem 

keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi 

stabilitas sistem keuangan syariah, seperti CAR, FDR, BOPO, suku 

bunga/kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, atau 

indikator risiko perbankan lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau metode 

analisis yang berbeda sehingga hasil penelitian mengenai stabilitas 

sistem keuangan syariah dapat diperoleh secara lebih komprehensif. 
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i 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1: Laporan Keuangan OJK dan BPS 

No Periode 

 
 

Fintech 

Lending 

DPK 

(Dana 

Pihak 

Ketiga) 

Nilai 

Inflasi 

NPF Gross 

Perbankan 

Syariah 

(%) 

1 Jan2021 2.913.25 321.299 0.26 3.20 

2 Feb2021 3.094.86 321.421 0.1 3.18 

3 Mar2021 3.316.77 318.972 0.08 3.23 

4 Apr2021 3.543.63 325.997 0.13 3.29 

5 Mei2021 3.780.41 329.743 0.32 3.30 

6 Jun2021 4.045.14 337.900 -0.16 3.25 

7 Jul2021 4.317.27 340.908 0.08 3.23 

8 Ags2021 4.563.13 340.209 0.03 3.25 

9 Sep2021 4.800.38 341.336 -0.04 3.19 

10 Okt2021 4.973.83 345.189 0.12 3.04 

11 Nov2021 5.177.41 346.631 0.37 2.64 

12 Des2021 5.401.39 365.421 0.57 2.59 

13 Jan2022 7.494.24 366.997 
0.56 

2.65 

14 Feb2022 7.884.55 367.377 -0.02 2.65 

15 Mar2022 8.336.03 367.358 0.66 2.59 

16 Apr2022 9.265.50 368.101 0.95 2.58 

17 Mei2022 9.216.79 374.136 0.4 2.67 

18 Jun2022 9.707.29 380.846 0.61 2.63 

19 Jul2022 10.154.88 382.232 0.64 2.63 

20 Ags2022 10.621.33 407.268 -0.21 2.64 

21 Sep2022 11.030.45 408.041 1.17 2.57 

22 Okt2022 11.609.71 410.820 -0.11 2.54 

23 Nov2022 12.012.66 412.751 0.09 2.50 



 

 

ii 
 

24 Des2022 12.800.32 429.029 0.66 2.35 

25 Jan2023 10.791.64 422.980 0.34 2.41 

26 Feb2023 11.140.45 424.237 0.16 2.37 

27 Mar2023 11.501.28 437.440 0.18 2.38 

28 Apr2023 11.869.44 434.724 0.33 2.38 

29 Mei2023 12.272.45 430.585 0.09 2.36 

30 Jun2023 12.640.49 422.426 0.14 2.36 

31 Jul2023 12.983.36 426.590 0.21 2.36 

32 Ags2023 13.371.21 423.365 -0.02 2.32 

33 Sep2023 13.753.30 432.667 0.19 2.28 

34 Okt2023 14.175.64 436.737 0.17 2.24 

35 Nov2023 14.617.82 435.933 0.38 2.20 

36 Des2023 15.061.35 465.932 0.41 2.10 

37 Jan2024 215.19 460.560 0.04 2.11 

38 Feb2024 234.21 463.407 0.37 2.05 

39 Mar2024 246.71 477.401 0.52 2.04 

40 Apr2024 244.50 473.887 0.25 2.05 

41 Mei2024 272.00 472.286 -0.03 2.10 

42 Jun2024 348.00 474.651 -0.08 2.04 

43 Jul2024 296.00 479.842 -0.18 2.12 

44 Ags2024 291.00 479.119 -0.03 2.12 

45 Sep2024 304.00 483.306 -0.12 2.14 

46 Okt2024 292.00 482.311 0.08 2.14 

47 Nov2024 244.00 486.958 0.3 2.14 

48 Des2024 300.00 511.374 0.44 2.08 

49 Jan2025 260.01 501.511 -0.76 2.15 

50 Feb2025 221.28 499.652 -0.48 2.16 

51 Mar2025 250.61 497.652 1.65 2.16 

52 Apr2025 177.02 505.425 1.17 2.18 

53 Mei2025 145.76 497.562 -0.37 2.21 



 

 

iii 
 

54 Jun2025 136.75 507.427 0.19 2.19 

55 Jul2025 172.92 514.58 0.3 2.18 

56 Ags2025 147.00 521.30 -0.08 2.20 

57 Sep2025 143.29 544.81 0.21 2.19 

58 Okt2025 122.09 561.39 0.28 2.23 

59 Nov2025 105.28 565.45 0.17 2.26 

60 Des2025 133.87 639.24 0.64 2.16 
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Lampiran 2: F Tabel 
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Lampiran 3: T Tabel 
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Lampiran 4: Tabel Durbin Watson 
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Lampiran 5: Laporan Keuangan OJK  

 

Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d Akhir 

Posisi Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d Akhir 

Posisi Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d Akhir 

Posisi Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d Akhir 

Posisi Bulan

Akumulasi Sejak 

Perusahaan 

Didirikan s.d 

Akhir Posisi 

Bulan

    a. Jawa           718,524.00             737,307.30             755,859.10              776,678.66             785,367.56            801,665.88             822,206.92             842,924.88            862,301.13            881,647.85              900,893.56              921,020.95           941,060.24 

1. Banten             74,888.64               77,234.25               79,122.30                81,458.87               82,655.50              81,984.96               84,192.24               86,356.62              88,476.19              90,584.68                92,754.30                94,938.94             97,091.24 

2. DKI Jakarta           215,152.68             216,760.89             220,884.47              225,444.06             223,050.32            226,092.77             230,873.01             235,347.67            239,326.70            243,628.16              247,437.48              251,787.12           256,209.96 

3. Jawa Barat           232,653.90             240,785.27             247,178.40              254,495.32             259,300.54            263,930.95             270,921.29             278,229.47            285,024.49            291,304.49              298,210.53              305,134.15           312,134.98 

4. Jawa Tengah             66,830.42               69,226.62               71,289.99                73,533.47               74,550.85              79,909.80               82,235.58               84,692.88              86,981.77              89,386.85                91,624.77                94,044.61             96,393.55 

5. DI Yogyakarta             12,029.17               12,435.21               12,836.87                13,303.74               13,769.62              13,675.82               14,108.85               14,528.84              14,973.83              15,372.99                15,749.80                16,106.55             16,566.67 

6. Jawa Timur           116,969.19             120,865.06             124,547.07              128,443.20             132,040.73            136,071.58             139,875.94             143,769.40            147,518.16            151,370.68              155,116.66              159,009.58           162,663.84 

    b. Luar Jawa           180,629.23             188,454.16             194,943.40              201,714.52             208,963.40            219,094.61             226,429.66             234,091.54            241,473.48            248,920.35              256,355.66              264,361.88           271,807.63 

1. Nangroe Aceh Darussalam               2,700.63                 2,930.27                 3,015.50                  3,076.35                 3,135.72                3,103.03                 3,193.65                 3,286.96                3,374.62                3,468.53                  3,564.26                  3,676.04               3,805.61 

2. Sumatera Utara             22,333.16               23,292.98               24,052.25                24,906.80               25,925.80              27,477.80               28,393.19               29,346.55              30,260.83              31,221.34                32,186.87                33,222.51             34,170.00 

3. Sumatera Barat               8,798.81                 9,255.35                 9,613.81                10,004.63               10,323.80              11,395.14               11,867.67               12,301.24              12,761.87              13,173.29                13,577.49                13,995.37             14,417.78 

4. Riau             10,370.95               10,833.56               11,236.08                11,647.33               12,120.62              12,702.05               13,140.56               13,620.69              14,087.05              14,568.35                15,049.13                15,541.64             15,985.75 

5. Kepulauan Riau               7,343.88                 7,592.58                 7,878.98                  8,208.22                 8,547.44                8,762.76                 9,086.53                 9,409.25                9,708.98              10,036.86                10,346.44                10,684.46             11,028.44 

6. Kepualauan Bangka Belitung               2,670.73                 2,932.02                 3,018.66                  3,167.19                 3,071.87                3,225.31                 3,322.13                 3,433.94                3,529.24                3,626.72                  3,718.65                  3,827.34               3,923.74 

7. Jambi               5,650.36                 5,881.76                 6,088.01                  6,305.15                 6,533.93                6,857.12                 7,084.96                 7,313.73                7,544.30                7,770.84                  7,990.81                  8,229.25               8,423.95 

8. Sumatera Selatan             14,621.74               15,153.37               15,612.47                16,084.97               16,617.92              17,348.71               17,857.87               18,391.44              18,893.58              19,415.09                19,929.69                20,483.54             20,993.41 

9. Bengkulu               2,511.36                 2,627.74                 2,730.11                  2,836.31                 2,964.48                3,188.60                 3,299.73                 3,421.36                3,543.19                3,656.27                  3,768.24                  3,891.78               3,991.65 

10. Lampung             12,405.46               12,899.74               13,244.81                13,634.43               14,062.57              15,237.78               15,674.03               16,161.30              16,586.85              16,983.22                17,414.51                17,864.54             18,274.25 

11. Kalimantan Barat               6,190.91                 6,434.52                 6,655.03                  6,892.93                 7,152.98                7,670.88                 7,926.73                 8,193.31                8,444.94                8,710.95                  8,966.21                  9,236.55               9,490.53 

12. Kalimantan Tengah               3,630.22                 3,774.12                 3,902.14                  4,027.63                 4,196.89                4,395.09                 4,529.67                 4,679.71                4,827.36                4,969.47                  5,119.11                  5,275.51               5,419.84 

13. Kalimantan Utara                  970.94                 1,013.95                 1,084.07                  1,088.47                 1,130.24                1,202.82                 1,240.62                 1,277.56                1,321.96                1,362.34                  1,399.62                  1,445.83               1,489.27 

14. Kalimantan Timur             11,502.51               11,939.73               12,325.53                12,783.43               13,265.94              13,706.92               14,140.32               14,591.28              14,991.51              15,426.02                15,856.37                16,319.19             16,774.98 

15. Kalimantan Selatan               7,529.17                 7,818.69                 8,080.57                  8,377.01                 8,660.03                8,843.90                 9,123.95                 9,421.11                9,701.14                9,970.14                10,264.48                10,575.18             10,870.48 

16. Sulawesi Utara               9,050.05                 9,349.61                 9,599.09                  9,837.72               10,143.39              10,503.73               10,754.69               11,024.17              11,280.83              11,554.61                11,812.80                12,104.43             12,372.48 

17. Gorontalo               3,573.07                 3,674.62                 3,769.48                  3,883.00                 3,987.25                4,107.68                 4,206.53                 4,316.87                4,431.25                4,530.21                  4,793.24                  4,963.74               5,109.58 

18. Sulawesi Tengah               3,672.72                 3,817.34                 3,947.96                  4,086.45                 4,244.44                4,422.92                 4,573.13                 4,721.60                4,870.50                5,015.32                  5,149.78                  5,314.52               5,461.10 

19. Sulawesi Barat               1,179.31                 1,221.55                 1,274.44                  1,612.79                 1,367.32                1,438.26                 1,488.38                 1,536.86                1,585.93                1,635.35                  1,706.72                  1,757.06               1,806.13 

20. Sulawesi Selatan             14,325.25               14,951.20               15,468.50                15,666.16               16,635.36              17,135.29               17,704.50               18,301.14              18,841.44              19,409.86                19,851.68                20,436.70             21,000.01 

21. Sulawesi Tenggara               2,763.12                 2,912.59                 3,076.45                  3,350.29                 3,400.22                3,719.55                 3,949.33                 4,165.08                4,417.56                4,608.40                  4,806.47                  5,043.49               5,242.51 

22. Bali             12,680.83               13,087.89               13,626.65                14,548.07               14,861.91              14,952.92               15,549.18               16,209.86              16,834.43              17,537.40                18,158.05                18,831.21             19,469.09 

23. Nusa Tenggara Barat               5,561.07                 5,968.13                 6,169.56                  5,842.29                 6,325.60                6,540.95                 6,761.71                 6,985.23                7,210.33                7,431.81                  7,653.38                  7,893.12               8,098.83 

24. Nusa Tenggara Timur               3,157.82                 3,345.33                 3,488.52                  3,620.49                 3,779.91                4,078.83                 4,242.32                 4,399.72                4,579.63                4,742.30                  4,911.16                  5,107.59               5,273.61 

25. Maluku Utara                  960.28                 1,009.45                 1,060.66                  1,115.45                 1,185.96                1,228.06                 1,278.24                 1,332.05                1,387.60                1,444.51                  1,501.96                  1,566.38               1,629.23 

26. Maluku               1,302.84                 1,367.13                 1,429.12                  1,494.44                 1,559.03                1,718.56                 1,786.83                 1,856.51                1,928.52                1,988.26                  2,052.34                  2,122.55               2,188.43 

27. Papua Barat                  885.66                    914.72                    951.48                     981.21                 1,020.33                1,130.19                 1,160.86                 1,193.47                1,226.41                1,260.96                  1,296.02                  1,331.53               1,366.07 

28. Papua               2,286.40                 2,384.29                 2,465.62                  2,547.77                 2,644.30                2,741.99                 2,816.52                 2,900.47                2,981.42                3,058.81                  3,140.94                  3,222.94               3,305.03 

29. Papua Tengah               13,778.17                      16.51                       19.47                      22.70                   100.72                    107.60                    114.91                   122.47                   130.84                     140.22                     149.78                  159.07 

30. Papua Pegunungan                      34.48                      36.58                       37.54                      38.57                     48.61                      50.02                      52.51                     54.76                     56.44                       58.33                       61.23                    63.92 

31. Papua Selatan                        8.87                        8.90                       10.48                      12.24                     47.61                      50.74                      54.36                     58.26                     62.85                       67.46                       72.76                    78.03 

32. Papua Barat Daya                      13.02                      15.86                       20.05                      24.64                     60.86                      67.46                      77.33                     84.71                     92.97                     103.25                     114.13                  124.81 

JUMLAH           899,153.23             925,761.46             950,802.50              978,393.18             994,330.96         1,020,760.49          1,048,636.58          1,077,016.43         1,103,774.61         1,130,568.20           1,157,249.22           1,185,382.83        1,212,867.87 

Lokasi / Locations

Tabel 18 Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Lokasi (Miliar Rp)

Table 18 Accummulated of Loan Disbursement to Borrowers Based On Location (Billion Rp)
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Lampiran 6: Laporan Keuangan BPS  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Pribadi 

1. Nama lengkap         : Siti Ramadhani  

2. Tempat/Tgl Lahir    : Kayu Jati, 12 November 2004 

3. Agama                     : Islam 

4. Jenis Kelamin          : Perempuan 

5. Anak Ke                  : 1 dari 4 bersaudara 

6. Alamat                     : Jl. Merdeka Gg Sinagosi Lingk VII 

7. Kewarganegaraan    : Indonesia  

8. No Telepon/Hp        : 085177527037 

9. Email                        : sitiramadhaniray15@gmail.com 

B. Pendidikan 

1. SDN 079 Panyabungan 

2. SMP Negeri 5 Panyabungan 

3. SMA Negeri 1 Panyabungan 

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Madina 

C. Identitas Orang Tua 

1. Nama Ayah              : Ahmad Muallif  

2. Pekerjaan                 : PNS 

3. Alamat                     : Jl. Merdeka Gg. Sinagosi Lingk VII 

4. Nama Ibu                 : Nursaidah  

5. Pekerjaan                 : Ibu Rumah Tangga 

6. Alamat                     : Jl. Merdeka Gg. Sinagosi Lingk VII 


